KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Dosen : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38/2007 yang dimaksud dengan:

1) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6) Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

B. Sejarah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan, kehidupan dalam keadaan sunyi, pendek, kasar, miskin dan buruk atau biasa disebut Homo Homini Lupus (digambarkan oleh Thomas Hobbes). Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. 
Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tidak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Pemerintahan lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama municipal (kota), county (kabupaten), commune/gementee (desa). Mungkin fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut desa (Jawa), gampong (Aceh), kampung (Kalimantan Timur), dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan genelogis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal. Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan. 
Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola-model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan. Alam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan ke dalam sistem administrasi negara dari suatu negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administratip, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk kelembagaannya. Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilih menjadi dua: satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar. Misal di Perancis, satuan organisasi perantara adalah departement dan satuan dasarnya adalah commune. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi sedangkan satuan organisasi dasarnya adalah kota, kabupaten, dan desa.

Menurut Stoker (1991:1) munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke- 18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru di bidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tumbuh tersebut. Dalam rangka merespon kondisi tersebut, semula dibentuk badan-badan ad hoc untuk menangani suatu masalah yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Dalam perkembangan berikutnya, di dalam suatu satuan administrasi lokal dibentuk Dewan Kota yang dipilih oleh penduduk setempat. Dewan Kota tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dari sinilah mulai berkembang praktik pemerintahan daerah sebagaiman kita kenal saat ini.

C. Ruang Lingkup Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, selain itu terdapat pemerintah pusat yang berkewajiban melayani pembangunan baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan pemerintah pusat sendiri. Selain itu pemerintah pusat juga berkewajiban menyerasikan dan menyelaraskan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah pusat berkewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup kajian Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Konsep sistem dan sistem pemerintahan di daerah serta urgensi pemda,

2. Model pemerintahan daerah yang berlaku di berbagai negara,
3. Konsep asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
4. Perangkat organisasi eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah beserta kewenangannya masing-masing,
5. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada era Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, Era Orde Baru, dan Era Reformasi,
6. Konsep pemilihan kepala daerah langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia beserta implikasinya,
7. Arah kecenderungan pemerintahan daerah di Indonesia pada 5 (lima) tahun ke depan.

Ditambah dengan bahan kajian yang menunjang dalam analisis penyelenggaraan pemerintahan di daerah beserta problematikanya, seperti perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan.
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